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BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 663TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

Menimbang :

Mengingat

a.

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIAK,

bahwa guna memperluas cakupan, jangkauan dan aksesibilitas
pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Siak maka perludilakukan penambahan pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) baru pada Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan
Kandis;

. bahwa pembentukan UPT Puskesmas Belutu dan UPT Puskesmasb.
Mengkapan telah mendapatkan persetujuan Gubernur Riau
berdasarkan Surat Persetujuan Pembentukan dan Ranperbup UPTD
Puskesmas Nomor 160/ORG/1722 tanggal 29 Maret 2023 maka
Peraturan Bupati Nomor 183 Tahun 2017 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak perlu
disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Siak;

. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, KabupatenRokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8.

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen9.
Pegawai Negeri Sipil (hkembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 451);



12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1335);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak
Tahun 2022 Nomor 7);

14. Peraturan Bupati Siak Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
SIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

©
O
N
O

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Siak.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.
Bupati adalah Bupati Siak.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang
diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

9.



12.

13.

14.

15.

(1)

(2)

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau
masyarakat.
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya
promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap
kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan
menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok,
dan masyarakat.
Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu
kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk
peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat
penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan ini dibentuk Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak,
merupakan unit organisasi yang bersifat fungsional dan memberikan layanan secara
profesional.
Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Puskesmas Siak berlokasi di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak,
dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Siak;

b. Puskesmas Mempura berlokasi di Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura,
dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Mempura;

c. Puskesmas Sungai Apit berlokasi di Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai
Apit, dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Sungai Apit, Kampung Parit I/II,
Kampung Harapan, Kampung Kayu Ara Permai, Kampung Teluk Batil, Kampung
Tanjung Kuras, Kampung Teluk Mesjid dan Kampung Sungai Kayu Ara pada
Kecamatan Sungai Apit;

d. Puskesmas Minas berlokasi di Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas, dengan
wilayah kerja meliputi Kecamatan Minas;

e. Puskesmas Sungai Mandau berlokasi di Kampung Sungai Selodang Kecamatan
Sungai Mandau, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sungai Mandau;

f. Puskesmas Perawang berlokasi di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang,
dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Perawang, Kampung Perawang Barat,
Kampung Meredan Barat, Kampung Pinang Sebatang Timur dan Kampung
Pinang Sebatang Barat pada Kecamatan Tualang;

g. Puskesmas Tualang berlokasi di Kampung Tualang Kecamatan Tualang, dengan
wilayah kerja meliputi Kampung Tualang, Kampung Pinang Sebatang, Kampung
Meredan dan Kampung Tualang Timur pada Kecamatan Tualang;

h. Puskesmas Kerinci Kanan berlokasi di Kampung Kerinci Kanan Kecamatan
Kerinci Kanan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kerinci Kanan;

i. Puskesmas Lubuk Dalam berlokasi di Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan
Lubuk Dalam, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Lubuk Dalam;

j. Puskesmas Bungaraya berlokasi di Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya,
dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bungaraya;

k. Puskesmas Sabak Auh berlokasi di Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak
Auh, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sabak Auh;

1. Puskesmas Dayun berlokasi di Kampung Dayun Kecamatan Dayun, dengan
wilayah kerja meliputi Kecamatan Dayun;



m. Puskesmas Koto Gasib berlokasi di Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto

n.
Gasib, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Koto Gasib;
Puskesmas Kandis berlokasi Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis,
dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kelurahan Kandis
Kota, Kelurahan Simpang Belutu, Kampung Sam-Sam, Kampung Kandis,
Kampung Libo Jaya dan Kampung Jambai Makmur pada Kecamatan Kandis;
Puskesmas Pusako berlokasi di Kampung Pebadaran Kecamatan Pusako, dengan
wilayah kerja meliputi Kecamatan Pusako;
Puskesmas Mengkapan berlokasi di Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai
Apit, dengan wilayah kerja meliputi Kampung Lalang, Kampung Bunsur,
Kampung Mengkapan, Kampung Sungai Rawa, Kampung Rawa Mekar Jaya,
Kampung Penyengat dan Kampung Teluk Lanus pada Kecamatan Sungai Apit;
dan
Puskesmas Belutu berlokasi di Kampung Belutu Kecamatan Kandis, dengan
wilayah kerja meliputi Kampung Belutu, Kampung Bekalar, Kampung Pencing
Bekulo dan Kampung Sungai Gondang pada Kecamatan Kandis.

Ji
0.

q.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas dan berkedudukan sebagai Unit Pelaksana
Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Kesehatan Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri atas :

a.
b.
c.
d.

kepala Puskesmas;
kepala Tata Usaha;
penanggung jawab; dan
kelompok jabatan fungsional.

(2) Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan
tugas tambahan.
Kepala Tata Usaha dan Penanggungjawab dijabat oleh tenaga kesehatan yang
diberikan tugas tambahan.
Kriteria, uraian tugas dan tanggung jawab Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha
dan kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nomenklatur, uraian tugas dan tanggung jawab Penanggung jawab, ditetapkan lebih
lanjut oleh Kepala Dinas berdasarkan kebutuhan, dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Struktur Organisasi Puskesmas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3)

(4)

(5)

(6)



Bagian Ketiga
Jaringan Pelayanan dan Jejaring Puskesmas

Pasal 5

(1) Dalam rangka mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, Puskesmas
didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas.

(2) Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan praktik bidan desa.

(3) Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upaya
kesehatan bersumberdaya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah
sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan lainnya.

(4) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan
kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.

(5) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan
kesehatan yang sifatnya bergerak (mobile), untuk meningkatkan jangkauan dan
mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau
oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.

(6) Praktik Bidan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan praktik bidan
yang memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) di Puskesmas, dan bertempat tinggal
serta mendapatkan penugasan untuk melaksanakan praktik kebidanan dari
Pemerintah Daerah pada satu desa/kelurahan dalam wilayah kerja Puskesmas yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TUGAS FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 6

(1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai
tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung
terwujudnya Kecamatan Sehat.

(2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan
pendekatan keluarga.

(3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu
cara Puskesmas mengintegrasikan program untukmeningkatkan jangkauan sasaran
dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan
mendatangi keluarga.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Puskesmas
menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:
a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan

masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat

dalam bidang kesehatan;



menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah
kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan
pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas
dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya
manusia Puskesmas;
memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan
masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya,
dan spiritual;
melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan
cakupan Pelayanan Kesehatan;
memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas
Kesehatan, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan
penyakit;
melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan
rumah sakit di wilayah kedanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di
wilayah kerja Puskesmas.

d.

e.

f.

1.

k.

Pasal 9

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:
a. menyelenggarakan opelayanan kesehatan dasar secara komprehensif,

berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis,
psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat
dan setara;
menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan
preventif;
menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada
keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan,
keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kef{a;
menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama
inter dan antar profesi;
melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses
Pelayanan Kesehatan;
melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya
manusia Puskesmas;
melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem
Rujukan; dan
melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di
wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.

d.

e.

f.

h.

i.

Pasal 10

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9,
Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat
pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 11

(1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Puskesmas
dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program
internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(3)

(1)

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan
bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh
Kepala Dinas.
Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13

Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan singkronisasi dengan yang dipimpinnya.
Kepala Puskesmas melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan unit
kerjanya.
Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan
dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
Kepala Puskesmas secara operasional berkoordinasi dengan Camat pada wilayah
kerjanya.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN
Pasal 14

Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil
Negara yang memenuhi syarat atas usulan Kepala Dinas Kesehatan melalui
Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil
Negara yang memenuhi syarat atas usulan Kepala Dinas Kesehatan melalui
Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Tata Usaha dan Penanggung jawab diangkat dan diberhentikan oleh Kepala
Dinas dari Aparatur Sipil Negara memenuhi syarat atas usulan Kepala Puskesmas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan di Puskesmas bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



‘(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dengan mengutamakan
penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat.

(3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki
jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru
berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 183 Tahun
2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor
183), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 72 Mei 2023

ATI
ax, {)
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Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Mei 2023

RIS’ DAERAH KABUPATENet
ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR b&



Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 68 Tahun 2023
Tanggal : 73 Mei 2023

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
(PUSKESMAS)

PATI SIAK,

5a

KEPALA PUSKESMAS

Kelompok Jabatan
Fungsional

KEPALA TATA USAHA

PENANGGUNGJAWAB

t

\



Nomor
Lampiran
Hal

a

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
‘ SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Tanjung Agung
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau

Telepon (0764) 20244, 20200 Faks. (0764) 320845, 320854
E-mail : bag-umum@siakkab.go.id, Website:www.siakkab.go.id

Siak Sri Indrapura, 3? Maret 2023

: 188.4/Org/ %4 Kepada Yth :

: 1 (satu) Berkas Bupati Siak
: Pengajuan Draf Peraturan c/q. Kepala Bagian Hukum
Bupati Siak Setda Kab. Siak

di-
Tempat

Bahwa guna memperluas cakupan, jangkauan dan aksesibilitas

pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Siak maka perlu dilakukan

pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) baru pada
Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Kandis, bersama ini

disampaikan Draf Peraturan Bupati Siak Tahun 2023 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas Daerah (UPTD)
Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Siak.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SETDA . SIAK,

NOVENDRA KASMARA, S.STP, M. Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19801119 200112 1 003


